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BAB I 
PENDAHULUAN 
I.1. Latar Belakang 
Pada dasarnya di Indonesia setiap orang berhak untuk memeluk keyakinan 
dan kepercayaan dalam hal ini adalah kebebasan untuk memeluk agama masing-
masing. Setiap Individu memiliki hak yang sama dalam pelaksanaan ibadah.  
Hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 29 ayat 2 
yaitu “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya 
masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu”. 
Keberadaan hukum tersebut dimaksudkan untuk mengatur pelaksanaan ibadah tiap-
tiap individu agar tercipta keteraturan dan ketertiban dalam masyarakat. 
Haji (bahasa Arab: جح‎ ‎:isaretilsnart‎Hajj) adalah rukun Islam yang kelima 
setelah syahadat, salat, zakat dan puasa. Menunaikan ibadah haji adalah bentuk 
ritual tahunan yang dilaksanakan kaum muslim sedunia yang mampu dengan 
berkunjung dan melaksanakan beberapa kegiatan di beberapa tempat di Arab Saudi 
pada suatu waktu yang dikenal sebagai musim haji (bulan Zulhijah). Hal ini berbeda 
dengan ibadah umrah yang bisa dilaksanakan sewaktu-waktu. 
Pelaksanaan ibadah haji adalah sebuah fenomena keagamaan yang luar 
biasa. Peristiwa akbar yang ditunjukkan oleh Sang Pencipta Kepada Seluruh 
hamba-Nya. Dalam ibadah haji tidak ada perbedaan antara kasta dan suku bangsa. 
Tidak ada diskriminasi jenis kelamin, bahkan perbedaan warna kulit. Kegiatan inti 
ibadah haji dimulai pada tanggal 8 Zulhijah ketika umat Islam bermalam di Mina, 
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wukuf di Padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijah, dan berakhir setelah melempar 
jumrah pada tanggal 10 Zulhijah. 
Ibadah haji adalah sebagai tindak lanjut dalam pembentukan sikap mental 
dan akhlak yang mulia. Ibadah haji merupakan pernyataan umat Islam seluruh dunia 
menjadi umat yang satu karena memiliki persamaan atau satu akidah. Memperkuat 
fisik dan mental, kerena ibadah haji maupun umrah merupakan ibadah yang berat 
memerlukan persiapan fisik yang kuat, biaya besar dan memerlukan kesabaran 
serta ketabahan dalam menghadapi segala godaan dan rintangan. Ibadah haji 
menumbuhkan semangat berkorban baik harta, benda, jiwa besar dan pemurah, 
tenaga serta waktu untuk melakukannya. 
Ibadah haji di Indonesia sudah ada sejak abad ke 12 pada saat pedagang 
Muslim dari Arab,Persia dan Anak Benua India datang ke nusantara untuk 
kepentingan perdagangan sekaligus penyebaran islam di nusantara. Kemudian pada 
abad selanjutnya yakni pada abad ke 14 dan 15 jumlah jamaah haji di Indonesia 
mengalami peningkatan ketika pada saat itu hubungan ekonomi, politik dan social 
keagamaan antar negara muslim timur tengah dengan nusantara semakin 
meningkat.  
Pada masa reformasi tepatnya pada tahun 1999 dimulailah era baru pada 
penyelenggaraan haji di Indonesia dengan keluarnya UU No. 17 Tahun 1999 
tentang penyelenggaraan ibadah haji. Dengan keluarnya Undang-Undang ini 
diharapkan penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia dapat dilakukan dengan lebih 
berkualitas. Pasal 5 UU No. 17 Tahun 1999 mengatur bahwa ”Penyelenggaraan 
ibadah haji bertujuan untuk memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan 
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yang sebaik-baiknya melalui sistem dan manajemen penyelenggaraan yang baik 
agar pelaksanaan ibadah haji dapat berjalan dengan aman, tertib, lancar, dan 
nyaman sesuai dengan tuntunan agama serta jemaah haji dapat melaksanakan 
ibadah secara mandiri sehingga diperoleh “Haji Mabrur” inilah hal yang dituju dalam 
undang-undang tersebut dalam hal penyelenggaraan ibadah haji, yaitu memberikan 
pembinaan, pelayanan, dan perlindungan yang sebaik-baiknya melalui sistem dan 
manajemen penyelenggaraan yang baik. Tetapi apa yang dicanangkan dalam 
undang-undang ternyata tidak berjalan sebagaimana mestinya. Dari tahun ke tahun 
tidak ada gebrakan pembenahan sistem dan manajemen penyelenggaraan ibadah 
haji yang lebih baik. Hal tersebut diperparah oleh kejadian pada musim haji tahun 
2006 Masehi/1427 Hijriyah dimana terjadi kelaparan pada jamaah haji reguler 
disebabkan keterlambatan yang amat sangat lama dalam menyediakan dan 
membawa makanan oleh pihak penyedia katering makanan bagi jamaah haji 
regular. 
Setiap tahun, Kementerian Agama Republik Indonesia terus berupaya untuk 
memperbaiki penyelenggaraan ibadah haji, namun perbaikan itu tetap saja masih 
menyisakan sejumlah masalah, baik di pusat, daerah maupun saat di Tanah Suci. 
Tidak terkecuali penyelenggaraan haji oleh Panitia Penyelenggara Ibadah 
Haji (PPIH) Sultan Hasanuddin Makassar yang pada tahun 2010 memberangkatkan 
sebanyak 15.583 orang. Sejak awal pemberangkatan kloter pertama calon haji pada 
11 Oktober 2010 hingga pemulangan kloter terakhir pada tanggal 21 Desember 
2010  berbagai keluhan bermunculan. Persoalan seputar fasilitas asrama Haji yang 
kurang memadai, persiapan keberangkatan selama berada di daerah kabupaten dan 
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kota, kurangnya koordinasi antar panitia, hingga pengamanan asrama menjadi 
problem yang mengemuka selama penyelenggaraan ibadah haji. 
Bahkan, Wakil Ketua DPRD Sulawesi Selatan, Ashabul Kahfi yang juga ikut 
dalam rombongan haji tahun 2010 ini menilai bahwa problem penyelenggaraan 
ibadah haji beberapa daerah, termasuk di Sulsel masih sama setiap tahun, padahal 
evaluasi mengenai tidak maksimalnya penyelenggaran ibadah haji sudah terus 
dilakukan setiap tahun. 
Berkaitan dengan fasilitas Asrama Haji Sudiang dalam pelayanan akomodasi 
pemondokan, sejumlah anggota jamaah haji Sulawesi Selatan mengeluhkan fasilitas 
air yang sering kali tidak mengalir, kurangnya alat kebersihan , Tidak hanya itu, Air 
Conditioner (AC) di asrama Haji yang juga tidak berfungsi, membuat sebagian besar 
calon haji tidak bisa beristirahat dengan baik sebelum melanjutkan perjalanan 
menuju Tanah Suci.  
Ada pula keluhan dari jamaah haji dari Kabupaten Wajo pada tahun 2010 , 
yang mempertanyakan besarnya biaya transportasi sebesar Rp 625.000 tanpa 
diimbangi dengan pelayanan yang memuaskan. Rapor merah penyelenggaraan 
Ibadah Haji di Provinsi Sulawesi Selatan ini juga semakin terlihat dari temuan 
Mantan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan pada 
tahun 2010 Bahri Mappiasse, saat melakukan inspeksi mendadak menjelang 
kedatangan jamaah haji kloter terakhir. 
"Saya menemukan banyak pelanggaran selama penyelenggaraan ibadah 
haji pada tahun 2010 , dan bahkan terdapat pungutan liar bagi para pengunjung di 
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asrama Haji Sudiang," ujarnya. Menurut dia, pungutan liar sebesar Rp 20.000 yang 
dilakukan oleh sejumlah oknum penjaga gerbang asrama Haji Sudiang 
mengakibatkan banyaknya pengunjung yang masuk hingga ke kawasan yang 
seharusnya steril dari pengunjung. 
60 calon jamaah haji pada tahun 2015 batal berangkat ke Tanah Suci, 
Sekretaris Kota Makassar,Ibrahim Saleh meminta agar calon jemaah haji Kelompok 
Terbang I Embarkasi Makassar yang keberangkatannya ditunda karena belum 
memiliki visa agar bersabar. Bukan hanya terjadi di kloter 1 namun pembatalan 
keberangkatan juga terjadi pada kloter 3 karena ada 16 calon jamaah haji yang 
belum mendapatkan visa. Ini menjadi tanggung jawab dari Kementerian Agama 
untuk mengkomunikasikan keterlambatan pengeluaran visa jemaah sulsel kepada 
pemerintah kerajaan Arab Saudi. 
Masalah lain yang terjadi pada saat pemberangkatan yaitu pada tanggal 9 
Agustus 2016 sebanyak 450 calon jemaah haji kloter pertama Makassar batal 
diberangkatkan akibat kerusakan pesawat. Calon jemaah haji yang sudah berada di 
dalam pesawat terpaksa diturunkan dan dibawa kembali ke Asrama Haji Sudiang, 
Makassar. Kepala Kantor Kementerian Agama Sulawesi Selatan Abdul Wahid 
Thahir mengatakan  :  
“kloter I embarkasi Makassar itu seharusnya diberangkatkan pada pukul 
09.40 Wita.” 
Keberangkatan ditunda karena ada masalah pada pesawat Garuda  yang 
akan mengangkut jemaah asal Kabupaten Soppeng dan Kota Makassar tersebut.  
Abdul Wahid Tahir mengatakan : 
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"Informasi yang kita terima ada kerusakan pada pesawat. Terpaksa jemaah 
kita bawa  kembali ke asrama dari pada mereka menunggu di bandara kepanasan”.  
Wahid mengatakan, pihak PT Angkasa Pura I Makassar tidak mengetahui 
persis permasalahan teknis pada pesawat. Penundaan keberangkatan haji karena 
kerusakan pesawat ini merupakan yang pertama kali terjadi di Makassar. Pada 
tahun-tahun sebelumnya, selalu ada simulasi dan pengecekan kondisi pesawat 
sehari sebelum pemberangkatan. 
Wahid mengatakan, jadwal pemberangkatan kembali diagendakan pada 
pada pukul 14.00 Wita. Mengenai kerusakan itu, Station Manager PT Garuda 
Indonesia Dwi Aryo mengatakan bahwa : 
“lampu navigasi kiri pesawat tidak menyala dan dan papan seluncur di pintu 
darurat tidak berfungsi dengan baik”. 
Pada tahun 2016 juga terjadi masalah lain yang disoroti adalah pelayanan 
konsumsi masalah utamanya berkaitan dengan cita rasa yang masih belum 
memenuhi keinginan jamaah dan variasi menu yang masih sedikit. Selain itu para 
calon jamaah haji juga mengeluh dengan pelayanan transportasi, keluhannya 
menyangkut armada yang banyak membuat jamaah haji tidak kebagian tempat 
duduk dan terpaksa berdiri dalam bus dan waktu tunggu kedatangan bus yang 
terlalu lama, selain itu para calon jamaah haji juga mengeluh karena kursi bus sudah 
rusak AC yang sudah tidak berfungsi dan kondisi fisik bus yang sudah tidak layak 
jalan. 
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Sejumlah calon haji asal Kabupaten Pangkep juga mengeluhkan tingginya 
biaya yang dipungut oleh PPIH (Panitia Penyelenggara Ibadah Haji) dari daerah 
tersebut sebelum berangkat ke asrama Haji Sudiang. 
"Biaya yang dipungut oleh PPIH setempat saat akan berangkat ke asrama Haji 
Sudiang bisa mencapai Rp 1.313.000 yang terdiri dari biaya transportasi, 
pemeriksaan darah, dan infaq," ungkap salah seorang jemaah haji yang juga 
mantan anggota legislatif Pangkep, Ismail Hamid. “  
Besarnya pungutan yang masih harus dibebankan kepada jamaah haji 
tersebut sangat memberatkan dan tidak masuk akal, apalagi tidak diimbangi dengan 
pelayanan yang maksimal.  
Tidak hanya itu, ia juga sangat kecewa dengan tindakan oknum yang tidak 
bertanggung jawab tersebut yang hanya menggunakan kesempatan musim Haji 
untuk mencari keuntungan pribadi. Masalah lain yang juga mengemuka selama 
penyelenggaraan ibadah haji tahun ini adalah mengenai keterlambatan jadwal 
kedatangan jamaah haji yang sejak awal pemulangan. Tidak tanggung-tanggung, 
keterlambatan kedatangan jamaah haji bisa mencapai sembilan jam seperti yang 
dialami jamaah haji kloter 3, kloter 4 dan bahkan terdapat pula keterlambatan 
selama selama 14 jam yang dialami jamaah haji kloter 17.  
Permasalahan klasik yang sudah terjadi dari tahun ke tahun yang dikeluhkan 
oleh sebagaian besar jamaah haji selama berada di Tanah Suci adalah jarak 
pemondokan yang begitu jauh namun tidak dilengkapi dengan fasilitas kendaraan. 
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Wakil Ketua DPRD Sulsel, Ashabul Kahfi, mengatakan, penyelenggaraan 
ibadah haji sudah dipersiapkan setiap tahun, sehingga tidak wajar jika alasan yang 
dikemukakan oleh pemerintah selama ini adalah karena kondisi darurat. 
Seharusnya, kata dia, pemerintah belajar dari pengalaman yang sudah terjadi pada 
musim-musim Haji sebelumnya, sehingga kesalahan serupa tidak terulang lagi. 
Permasalahan yang timbul tersebut sangatlah disesalkan oleh para calon 
jamaah haji. Pelaksanaan pelayanan ibadah haji masih diluar harapan semua orang. 
Harapan akan adanya transparansi,  akuntabel dan terbuka serta pelayanan yang 
memuaskan masih belum terlaksana sepenuhnya. Akibatnya kualitas pelayanan pun 
yang diterima oleh para calon jamaah haji belum sepenuhnya sesuai dengan apa 
yang diharapkan.  
I.2. Rumusah Masalah  
Adapun rumusan masalah yang dapat penulis kemukakan adalah 
 “Bagaimana Kepuasan Tentang Pelayanan Ibadah Haji Yang Diberikan 
Kepada Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan Kepada Pengguna 
Jasa Pelayanan Ibadah Haji ?” 
I.3. Tujuan Penelitian  
Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka peneliti dapat menentukan tujuan 
penelitian yaitu “Untuk Mengetahui Bagaimana Tingkat Kepuasan Penerima 
Pelayanan Ibadah Haji”  
I.4. Manfaat Penelitian 
1. Manfaat Praktis 
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Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran serta 
masukan dalam meningkatkan kinerja pelayanan ibadah haji di Kantor 
Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan. 
2. Manfaat Teoritis 
a. Sebagai syarat akademis untuk menempuh ujian sidang S1 Program 
Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
Universitas Hasanuddin. 
b. Memberikan sumbangan berupa tambahan wawasan atau pemikiran 
terhadap Jurusan Ilmu Administrasi Negara dalam bidang akademik 
untuk program S1 dan bagi masyarakat luas pada umumnya. 
c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran bagi 
perkembangan ilmu pengetahuan mengenai pelaksanaan ibadah haji. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
III.1. Pendekatan Penelitian 
Dalam penelitian ini tentang Kinerja Pelayanan Ibadah Haji Kementerian 
Agama Provinsi Sulawesi Selatan, penulis menggunakan pendekatan kualitatif 
dimana penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yaitu memberikan gambaran dan 
penjelasan yang tepat mengenai masalah yang dihadapi.  
III.2. Lokasi Penelitian 
Unit analisis penelitian ini adalah organisasi, yakni Kantor Kementerian 
Agama Provinsi Sulawesi Selatan yang beralamat Jl. Nuri No.53 Makassar  
III.3. Fokus Penelitian 
Fokus penelitian ini digunakan sebagai dasar dalam pengumpulan data, 
sehingga tidak terjadi bias terhadap data yang diambil. Untuk menyamakan 
pemahaman dan cara pandang terhadap karya ilmiah ini, maka fokus penelitian 
dalam karya ilmiah ini, yakni untuk mengetahui sejauhmana kepuasan pengguna 
jasa pelayanan ibadah haji terhadap pelayanan ibadah haji yang diberikan kepada 
oleh Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan.  Dengan melihat indkator 
ukuran kepuasan konsumen yang terletak pada lima dimensi kualitas pelayanan 
(Dimensi Servqual) yang dikemukakan oleh Zeithalm, Parasuraman, & Berry (1990) 
dalam Ratminto (2005:175-176) , yaitu :  
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1. Tangibles , atau ketampakan fisik artinya ketampakan fisik dari gedung, 
peralatan, pegawai, dan fasilitas-fasilitas lain yang dimiliki oleh providers. 
2. Reliability , ata reliabilitas adalah kemampuan untuk menyelenggarakan 
pelayanan yang dijanjikan secara akurat. 
3. Responsiveness atau responsivitas adalah kerelaan untuk menolong 
customers dan menyelenggarakan pelayanan secara ikhlas. 
4. Assurance atau kepastian adalah pengetahuan dan kesopanan para pekerja 
dan kemampuan mereka dalam memberikan kepercayaan kepada 
customers. 
5. Empathy adalah perlakuan atau perhatian pribadi yang diberikan oleh 
providers kepada customers.  
III.4. Narasumber atau Informan 
Informan adalah orang yang berada pada lingkup penelitian artinya orang 
yang dapat memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Untuk 
memperoleh data secara representative, maka diperlukan informan kunci yang 
memahami dan mempunyai kaitan dengan permasalahan yang sedang dikaji. 
Adapun informan tersebut adalah sebagai berikut : 
1. Kepala Bidang Urusan Haji Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi 
Sulawesi Selatan 
2. Staff Bidang Urusan Haji Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi 
Sulawesi Selatan  
3. Pengguna Jasa Pelayanan Haji 
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III.5. Jenis dan Sumber Data 
Sumber data berasal dari data primer dan data sekunder yaitu : 
1. Data Primer 
Data yang diperoleh langsung pada sumber yaitu Kantor Kementerian 
Agama Provinsi Sulawesi Selatan dengan cara pengamatan atau observasi 
dan wawancara pada informan untuk mendapatkan jawaban yang berkaitan 
dengan penelitian ini. 
2. Data Sekunder 
Data sekunder maksudnya yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung 
untuk mendukung penulisan pada penelitian ini melalui dokumen atau 
catatan yang ada serta tulisan-tulisan karya ilmiah dari berbagai sumber 
yang dapat mendukung kelengkapan data primer yang senangtiasa berkaitan 
dengan masalah. 
III.6. Teknik Pengumpulan Data 
Dalam  penelitian ini teknik pengumpulan data yang penulis lakukan ada 3 (tiga) 
cara yaitu: 
1. Wawancara  
Wawancara dilakukan kepada informan kunci serta informan-informan lain 
yang berkaitan dengan penelitian tersebut. 
2. Observasi 
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Dalam observasi ini penulis turun langsung ke lapangan untuk mengambil 
data baik data sekunder maupun data primer, serta melihat langsung kondisi 
real yang terjadi di lapangan. 
3. Dokumentasi 
Penelitian ini diperkuat dengan dokumen-dokumen berupa buku-buku, pasal-
pasal, serta dokumen-dokumen yang dianggap relevan dengan penelitian 
tersebut. Selain itu, akan di dokumentasikan dengan cara mengambil gambar 
secara langsung di lapangan. 
III.7. Teknik Analisis Data 
Dalam penelitian ini teknik analisis data ada 3 (tiga) cara yaitu : 
1. Reduksi Data (Data Reduction) 
Mereduksi data berarti merangkum, memilih data mana yang paling penting 
dan data yang tidak terlalu penting sehingga dengan demikian data tersebut 
bisa memberikan gambaran tentang data yang sesungguhnya. 
2. Penyajian Data (Data Display) 
Setelah data dipilah-pilah maka tindakan penulis selanjutnya adalah 
memaparkan dan mendeskripsikan data-data yang telah dipilih serta 
menjelaskan hubungan antara data yang satu dengan data yang lainnya 
dalam bentuk narasi. 
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BAB V 
PENUTUP 
V.1. Kesimpulan 
Berdasarkan indikator ukuran kepuasan konsumen yang terletak pada lima 
dimensi kualitas pelayanan (dimensi servqual) menurut Zeithaml, Parasuraman, & 
Berry (1990) dapat dikatakan bahwa secara umum pemberian pelayanan haji oleh 
Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan kepada pengguna jasa pelayanan 
ibadah haji belum sepenuhnya maksimal. 
Yang pertama pada dimensi tangibles (Ketampakan Fisik) sarana dan 
prasarana di Kantor Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan sudah cukup 
baik, pengguna jasa pelayanan ibadah haji masih mengeluh dan masih belum 
merasa puas dengan ruang tunggu yang ada di kantor Kementerian Agama Provinsi 
Sulawesi Selatan karena tempat duduk yang disediakan masih sangat sedikit, serta 
belum pula dilengkapi dengan alat pendingin udara sehingga membuat pengunjung 
kurang nyaman ketika berkunjung untuk pegawai kementerian agama sudah rapi 
pada saat melayani. Kemudian pelayanan akomodasi yang disediakan di asrama 
haji sudiang fasilitas yang disediakan pada umumnya sudah baik dan memberikan 
kepuasan kepada jamaah. Hanya saja perlu ada escalator di asrama haji agar 
supaya jamaah bisa belajar menggunakan escalator di asrama haji untuk jamaah 
yang belum pernah menggunakan escalator. Dan untuk pelayanan transportasi juga 
sudah membuat para jamaah puas. 
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Yang kedua adalah Reliabilitas disini melihat pelayanan administrasi dan 
pelayanan bimbingan manasik haji, dalam hal ini pengguna jasa pelayanan ibadah 
haji sudah merasa cukup puas dengan pelayanan yang diberikan, hanya saja 
memang perlu ada tambahan pemberian informasi pada saat bimbingan manasik 
haji khsususnya untuk pembelajaran menggunakan escalator untuk jamaah yang 
belum terbiasa. 
Yang ketiga adalah Responsivitas (ketanggapan) penulis melihat dari 
pelayanan transportasi, pelayanan konsumsi, dan pelayanan administrasi. 
Pelayanan transportasi yang diberikan sudah membuat jamaah merasa puas 
dengan pelayanan yang diberikan ini dibuktikan dengan tidak adanya keluhan dari 
jamaah mengenai keterlambatan transportasi, kemudian dari pelayanan konsumsi 
kementerian agama harus lebih respon lagi dan mendengarkan keluhan-keluhan 
dari jamaah karena masih ada jamaah yang merasa kurang puas dengan pelayanan 
konsumsi yang diberikan. Dan untuk pelayanan administrasi para jamaah sudah 
merasa puas karena pegawai telah memberikan respon yang baik meskipun tidak 
semua pegawai yang bersikap seperti itu, dan adapula pegawai yang masih tidak 
berada di tempat pada saat jam kerja sehingga menghambat proses pelayanan. 
Selanjutnya adalah Assurance (jaminan) mencakup pengetahuan, 
kemampuan, kesopanan dan sifat dapat dipercaya yang dimiliki pegawai, bebas dari 
bahaya, resiko, dan keragu-raguan. Dalam hal pengetahuan pegawai dapat 
disimpulkan bahwa Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan selalu 
mengadakan pelatihan atau orientasi tujuannya adalah untuk meningkatkan dan 
menambah pengetahuan di bidang masing-masing, yang dilaksanakan dalam waktu 
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12 bulan. Kemudian dalam hal kesopanan dalam pemberian pelayanan masih perlu 
ditingkatkan lagi karena masih ada jamaah yang masih kurang merasa puas sebab 
masih ada pegawai yang bersikap kurang ramah dan sopan. Lalu, Kementerian 
Agama sudah bersifat jujur dalam memberikan pelayanan haji dibuktikan dengan 
adanya pelayanan yang transparansi. Selain itu Kementerian Agama juga 
memberikan jaminan perlindungan kepada jamaah salah satunya diberikan asuransi 
dan adapula tim medis yang siap melayani para jamaah ketika berada di asrama haji 
sudiang. 
Dan yang terakhir adalah Empathy pada pelayanan akomodasi sudah 
membuat nyaman dan puas para jamaah ketika berada di asrama haji sudiang, 
fasilitas bus yang disediakan juga sudah membuat cukup nyaman. Kemudian dari 
pelayanan bimbingan manasik pegawai dalam memberikan pelayanan sudah 
menggunakan bahasa yang mudah dimengerti jamaah. Kemudian Kementerian 
Agama juga sudah cukup bertanggungjawab dan perhatian dalam memberikan 
pelayanan serta telah memenuhi kebutuhan para jamaah ini dibuktikan dengan 
pemberian gelang pengenal pada saat di asrama haji untuk digunakan di tanah suci, 
disediakan pula fasilitas bus untuk pemberangkatan dan pemulangan jamaah di 
asrama haji sudiang, kemudian diberikan lagi perhatian yang khusus di kamar tidur 
dengan disediakannya alat pendingin udara (Ac) serta tempat tidur yang diberikan 
bukan lagi ranjang dua susun. 
V.2. Saran 
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Berdasarkan pengamatan yang dilakukan penulis secara langsung di 
Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan, penulis dapat memberi saran yang 
mungkin berguna bagi Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan, antara lain : 
1. Kantor Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selata harus lebih 
memerhatikan lagi sarana dan prasarana yang ada di kantor dan yang 
berada di asrama haji terutama pada ruang tunggu. Harus ditambah kursi 
untuk pengunjung, pendingin ruangan agar membuat nyaman 
pengunjung,parkiran yang ada di kemenag harus diperluas. 
2. Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan juga harus menyediakan 
kotak saran di kantor agar para pengunjung bisa menulis keluhan atau 
masukan kepada kementerian agama tentang kinerja pelayanan yang 
diberikan kepada pengguna jasa pelayanan haji agar bisa melihat respon 
dari pengguna jasa pelayanan haji. 
3. Sebaiknya kepala bidang penyelenggara ibadah haji untuk selalu mengontrol 
bawahannya dalam memberikan pelayanan langsung kepada pengguna jasa 
pelayanan haji jasa pelayanan haji, apabila ada pegawai yang bersikap tidak 
ramah kepada pengguna jasa pelayanan ibadah haji maka sebaiknya 
diberikan sanksi atau teguran. Hal ini untuk memberikan pelayanan yang 
maksimal agar pengguna jasa pelayanan haji merasa puas dan nyaman. 
4. Sebaiknya tata ruang yang berada di lantai bawah kantor kementerian 
agama agar di tata rapi lagi, agar enak dipandang ketika ada pengunjung 
yang datang.  
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